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ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN
DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PT.

SUTOPO LESTARI JAYA SEBAGAI KEPALA PURCHASING
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1124/Pid.B/2023.Plg)

NADINE DETI SYABRINA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban
pidana pelaku penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan
PT. Sutopo Lestari Jaya sebagai Kepala Purchasing serta mengkaji
pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor
1124/Pid.B/2023/PN.Plg. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan
merupakan bentuk kejahatan yang terjadi akibat penyalahgunaan
kepercayaan dan kewenangan yang diberikan dalam hubungan kerja
sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang
dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur
subjektif dan objektif, yaitu adanya kesengajaan, penyalahgunaan jabatan,
serta kerugian yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan mencakup aspek yuridis dan non-yuridis, seperti pembuktian unsur
delik, sikap terdakwa, serta dampak kerugian bagi perusahaan. Putusan
tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta

mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan dalam Jabatan,
Putusan Hakim, KUHP, Karyawan
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ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF EMBEZZLEMENT
IN OFFICE COMMITTED BY AN EMPLOYEE OF PT. SUTOPO
LESTARI JAYAAS HEAD OF PURCHASING (A Study of Decision
Number 1124/Pid.B/2023/PN.Plg)

NADINE DETI SYABRINA

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of
embezzlement in office committed by an employee of PT. Sutopo Lestari
Jaya serving as Head of Purchasing, as well as to examine the judge’s legal
considerations  in  Decision =~ Number  1124/Pid.B/2023/PN.Plg.
Embezzlement in office is a form of crime arising from the abuse of trust
and authority granted within an employment relationship, as regulated in
Article 374 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The research method
used is normative legal research with statutory and case approaches. The
data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials,
which were analyzed using a qualitative descriptive method. The results of
the study indicate that the criminal liability of the perpetrator is based on
the fulfillment of both subjective and objective elements, including intent,
abuse of position, and the resulting losses. The judge’s considerations in
rendering the decision include both juridical and non-juridical aspects,
such as the proof of criminal elements, the defendant’s attitude, and the
impact of losses on the company. The decision is considered to be in
accordance with applicable legal provisions and reflects the principles of

Justice and legal certainty.

Keywords: Criminal Liability, Embezzlement in Office, Judicial Decision,
Criminal Code, Employee.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak pidana adalah gejala sosial yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat di suatu daerah dan sulit untuk dihapuskan sepenuhnya. Hal
ini disebabkan oleh perkembangan peradaban serta dinamika sosial yang
terus berubah seiring dengan adanya interaksi dan komunikasi antar
masyarakat. Salah satu manifestasi yang kerap muncul dijumpai dalam
kehidupan adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan.!

Tindak pidana penggelapan merupakan jenis pelanggaran hukum yang
tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan
persoalan moral dan kondisi mental pelakunya dan tercantum dalam
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).?

Pasal 374 berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang
penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja
atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam

dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Menurut Lamintang, unsur-unsur delik dalam Pasal 374 KUHP terbagi
atas dua kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur
subjektif berupa adanya kesengajaan. Pada bagian lain, unsur objektif
melingkupi: (a) terjadinya perbuatan yang melawan hukum; (b) tindakan
memiliki sebuah barang yang seluruhnya maupun sebagian merupakan
hak orang lain; (c) objek tersebut berada pada penguasaannya bukan
akibat dari hasil kejahatan; serta (d) dikerjakan oleh seseorang yang
menguasai barang tersebut karena hubungan kerja, mata pencaharian,
ataupun yang terjadi karena menerima imbalan.

! Ida Bagus Anggapurana Pidada DKk, “Tindak Pidana Dalam KUHP”, (Bandung:
Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), him. 42.

2 Mikhael Feka Dkk, “Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi”,(Jambi: PT. Sonpedia
Publishing Indonesia, 2024), hlm. 59.

3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP).



Selanjutnya, menurut Sianturi, yang berarti “dengan sengaja” dalam
kerangka tindak pidana penggelapan adalah keadaan di mana pelaku
sadar bahwa perbuatannya termasuk tindakan melawan hukum
menguasai suatu barang. Pelaku juga mengetahui bahwa benda tersebut,
baik beberapa maupun seluruhnya, merupakan milik orang lain, serta
mengetahui bahwa barang tersebut berada dalam penguasaannya bukan
karena suatu tindak kejahatan.*

Dengan demikian, aspek kesengajaan pada tindak pidana
penggelapan termasuk ke dalam kategori kesengajaan yang memiliki
maksud yaitu pelaku mengharapkan timbulnya dampak yang tidak

diperbolehkan dari perbuatan tersebut.

Menurut pandangan Andi Hamzah, esensi dari tindak pidana
penggelapan terletak pada adanya penyalahgunaan kepercayaan yang
diberikan kepada pelaku. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori
delik berbuat (gedragsdelicten) atau delik komisi. Penetapan waktu dan
lokasi terjadinya tindak penggelapan didasarkan pada saat serta lokasi
diwujudkannya keinginan yang telah jelas.’

Tindak pidana penggelapan pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa
saja, baik yang terdapat dalam lingkup internal maupun eksternal
perusahaan. Akan tetapi, dalam praktiknya, perbuatan tersebut lebih
kerap terjadi di lingkungan perusahaan tempat pelaku menjalankan
aktivitasnya.®
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan ini

berkaitan erat dengan persoalan moral serta nilai kejujuran, karena pada
dasarnya berawal dari adanya kepercayaan yang diberikan oleh seseorang

kepada pihak lain.

4 Elza Syarief, Sengketa Antarorgan Perseroan: Perspektif Teori, Praktik Dan
Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan (Sinar Grafika, 2021), hlm. 115.

5 Tedi Irawan DKk, “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dan Pemutusan
Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam
Jabatan(Studi Putusan Nomor440/Pid.B/2019/PN Blt),” Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No.
3 (2022), him. 49.

¢ 1.Ketut DKK, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan
Dengan Menggunakan Nota Fiktif di PT. Winex Lampung (Studi Putusan No: 109/Pid.
B/2022/PN.  Tjk), Jurnal Rectum. Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 715.



Namun, kepercayaan tersebut justru disalahgunakan oleh pelaku,
sehingga memunculkan perilaku tidak jujur yang pada akhirnya
bermuara pada terjadinya penggelapan dalam jabatan.’

Di antara berbagai jenis tindak pidana, penggelapan yang timbul
akibat adanya hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP
kerap terjadi di lingkungan suatu instansi. Perbuatan ini sering dilakukan
oleh individu yang menduduki jabatan tertentu, memiliki tingkat
pendidikan dan intelektual yang tinggi, bahkan bergelar sarjana, serta
mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan bekal
posisi dan pengetahuan tersebut, pelaku kemudian memanfaatkan
kesempatan yang ada untuk bertindak tidak jujur demi memperoleh
keuntungan pribadi.®

Oleh karena itu, Kajian ini disusun melalui pendekatan normatif yang

berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku , yaitu pendekatan yang
didasarkan pada kajian terhadap peraturan Pendekatan yang
menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang
masih berlaku. Pendekatan ini diterapkan sebab penelitian berfokus pada
kajian hukum tertulis serta Pertimbangan yuridis yang digunakan hakim
untuk mengambil keputusan dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang
dilakukan oleh karyawan PT. Sutopo Lestari Jaya. Dengan menelaah
Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN.Plg, kajian ini berfokus untuk menilai
apakah pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum pidana dan keadilan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam

7 Ida Bagus Gede Arimbawa Putra Dkk , “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan secara Berlanjut", Jurnal
Syariah dan Hukum. Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 477.

8 Dharma Hartandi, Hendra W Prabandani, "Analisa Hukum Penerapan Sanksi
Pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor
1117/PID.SUS/2019/PN. JKT.PST), Jurnal Pro Hukum. Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 217.



memperdalam pemahaman mengenai bagaimana pertanggungjawaban
pidana diterapkan kepada para pelaku penggelapan dalam jabatan
berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Melalui kajian terhadap Putusan
Nomor 1124/Pid.B/2023/PN.PIg, kajian ini diharapkan mampu menjelaskan
kesesuaian antara norma hukum yang diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan
penerapan hukum oleh hakim, serta memperkuat teori mengenai asas
kesalahan dan asas pertanggungjawaban pidana dalam konteks tindak
pidana penggelapan oleh karyawan perusahaan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menelaah
bentuk pertanggungjawaban penerapan pidana terhadap pelaku kejahatan
penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh karyawan PT. Sutopo
Lestari Jaya sebagai Kepala Purchasing, berdasarkan ketentuan Pasal 374
KUHP dan  pertimbangan  hukum  dalam  Putusan =~ Nomor
1124/Pid.B/2023/PN.Plg. Penelitian ini juga untuk mengetahui kesesuaian
penerapan hukum oleh hakim mengacu pada asas-asas pokok dalam hukum
pidana, seperti asas legalitas, dan asas pertanggungjawaban pidana, guna
memberikan manfaat teoritis dalam rangka pengembangan hukum tindak
pidana di Indonesia.

Dalam perkara tersebut, terdakwa melakukan penggelapan dengan
cara memanipulasi proses pembelian barang dan mengalihkan dana
perusahaan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan secara
berlanjut dan mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan, sehingga
memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP

tentang penggelapan dalam jabatan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP . Kasus ini



menunjukkan bahwa kejahatan dalam jabatan memiliki dampak yang serius,
tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga merusak
kepercayaan dalam hubungan kerja.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan
tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 374 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum
memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang
lain yang berada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja, yang
dilakukan secara berlanjut dalam kurun waktu tertentu. Atas perbuatan
tersebut, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan dengan
menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta
menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa.

Fenomena semacam ini penting dikaji secara akademis karena
berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak
pidana jabatan yang dilakukan oleh karyawan swasta. Terdapat persoalan
menarik tentang batas tanggung jawab pidana seorang karyawan yang
menyalahgunakan wewenangnya, serta bagaimana pembuktian unsur
kesengajaan dan motif ekonomi menjadi pertimbangan hukum dalam
menjatuhkan pidana. Selain itu, kasus ini juga menggambarkan pentingnya
sistem pengawasan internal perusahaan dalam mencegah tindak pidana
ekonomi yang merugikan korporasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas secara
singkat tentang : “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan

dalam jabatan yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Sutopo Lestari Jaya



Sebagai Kepala Purchasing (Studi Putusan Nomor
1124/PID.B/2023/PN.Plg.)”
B. Rumusan Masalah
Dengan berlandaskan pada latar belakang masalah yang telah
dijelaskan Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan perumusan masalah
dalam penelitian ini dapat disusun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana penggelapan dalam
jabatan oleh karyawan PT. Sutopo Lestari Jaya sebagai Kepala
Purchasing?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
pelaku penggelapan dalam jabatan Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN

Palembang?

C. Ruang Lingkup
Kajian ini dibatasi pada analisis mengenai bentuk tanggung jawab
pidana yang dikenakan terhadap karyawan pelaku tindak penggelapan.
Fokus utama kajian diarahkan pada landasan hukum yang digunakan hakim
dalam menjatuhkan putusan pada kasus penggelapan dalam jabatan.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian:
a. Mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana karyawan PT. Sutopo
Lestari Jaya sebagai Kepala Purchasing yang melakukan

penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam Putusan Nomor

1124/Pid.B/2023/PN Palembang.



b. Menelaah alasan hukum yang digunakan hakim untuk menjatuhkan
terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan

Nomor 1124/Pid.B/2023/PN Palembang.

2. Manfaat Penelitian
Studi ini memberi kontribusi teoritis bagi ilmu hukum pidana
dan manfaat praktis sebagai acuan penegakan hukum terhadap tindak
penggelapan dalam jabatan. yang dijelaskan berikut penjelasannya:
1. Manfaat Teoritis

a. Penulisan ini diharapkan berkontribusi dalam memberikan
kontribusi dalam peningkatan pemahaman dalam ilmu hukum
pidana, khususnya mengenai aspek pembuktian dalam proses
peradilan dan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus
penggelapan dalam jabatan.

b. Riset ini diharapkan memberikan memperluas khazanah kajian
akademik mengenai pelaksanaan hukum tindak pidana konteks
perbuatan pidana yang dilakukan oleh karyawan di lingkungan
kerja, serta Dapat dijadikan referensi untuk penelitian
selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai dunia akademik, hasil studi ini diharapkan dapat

dijadikan bahan referensi yang memperkaya pemahaman

mengenai penerapan prinsipprinsip hukum pidana dalam perkara



penggelapan dalam jabatan oleh karyawan perusahaan, terutama
terkait aspek pembuktian dan pertanggungjawaban pidana.

b. Bagi kepentingan masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu
meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya kejujuran,
tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan
perundangundangan dalam kegiatan kerja maupun usaha, serta
pemahaman atas konsekuensi hukum dari pidana penipuan.

c. Bagi penegak hukum, temuan penelitian ini diharapkan dapat
digunakan sebagai sumber pertimbangan dan masukan dalam
menangani perkara sejenis, guna memperkuat efektivitas
penegakan hukum yang berkeadilan, proporsional, dan
berorientasi pada perlindungan hukum bagi para pihak yang
dirugikan.

E. Kerangka Konseptual
Untuk mempermudah proses pembahasan dalam penelitian ini,
penulis merasa perlu menjelaskan Sejumlah definisi operasional yang
berhubungan dengan istilah-istilah penting yang dimanfaatkan dalam

penelitian, antara lain :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penegakan hukum di
mana seseorang yang melakukan perbuatan melanggar larangan hukum
harus menanggung akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain,
pertanggungjawaban pidana adalah proses ketika sanksi atau hukuman
yang melekat pada suatu tindak pidana dialihkan dan dibebankan

kepada pelaku yang terbukti bersalah. Proses ini tidak hanya
menegaskan adanya pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi wujud



keadilan agar setiap perbuatan yang merugikan masyarakat mendapat
konsekuensi yang setimpal.’

2. Pelaku

Pelaku dalam konteks hukum pidana merupakan Subjek yang
melakukan tindakan tertentu yang dapat memenubhi tindak pidana sesuai
yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan. Ia memegang
tanggung jawab utama atas terjadinya suatu kejahatan, sebab
tindakannya secara langsung menyebabkan timbulnya perbuatan yang
dilarang oleh hukum. Dengan kata lain, adanya perbuatan dari pelaku
merupakan faktor utama yang menimbulkan akibat pidana.

Akibat inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penegak hukum
untuk menentukan adanya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban
pidana. Sejalan dengan prinsip-prinsip yang berkembang dalam doktrin
hukum pidana, orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut
dikenal dengan istilah pembuat (dader), yaitu Pihak yang secara sadar
dan dengan sengaja bertindak atau karena kelalaiannya mengakibatkan
timbulnya perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, posisi pelaku
sangat sentral dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana,

sebab seluruh proses hukum pidana berawal dari perbuatan yang
dilakukannya.!”

3. Penggelapan dalam jabatan
Penggelapan dalam jabatan mempunyai ciri khusus berupa adanya
hubungan kerja atau kedudukan tertentu yang memberikan kewenangan
kepada seseorang untuk menguasai barang atau harta milik pihak lain.
Kewenangan tersebut pada dasarnya diberikan untuk menjalankan tugas,

namun dalam praktiknya dapat disalahgunakan oleh pelaku demi

° Fadlian, Aryo, et al, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka
Teoritis” , Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm 13.

1 Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, "Buku Ajar Hukum Pidana" (Sidoarjo: Umsida
Press, 2020) hlm. 35.
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kepentingan pribadi secara melawan hukum. Jabatan sendiri merupakan
posisi dalam suatu lembaga yang melekat padanya tugas, tanggung
jawab, wewenang, serta hak tertentu. Kedudukan ini tidak diperoleh
secara instan, melainkan melalui proses yang panjang, termasuk
pemenuhan kualifikasi dan kompetensi, sehingga setiap pemegang
jabatan berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan
tanggung jawab yang diembannya.

Dari sudut pandang kriminologi, tindak pidana penggelapan
berkaitan dengan dorongan atau faktor tertentu yang memengaruhi
seseorang untuk melakukan kejahatan. Perbuatan ini pada dasarnya
dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pihak internal maupun eksternal
suatu instansi.

Apabila penggelapan dilakukan oleh seseorang yang karena
hubungan kerja, profesi, atau jabatannya memiliki kekuasaan atas
barang tersebut, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai
penggelapan dalam jabatan. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam
Pasal 374 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), yang
menegaskan bahwa “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang
penguasaannya terhadap barang timbul karena hubungan kerja,
pencaharian, atau karena menerima upah, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun.”!!

4. Karyawan
Karyawan Merupakan elemen utama dalam perusahaan karena
keberhasilan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari kinerja para
karyawannya. Untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan motivasi
kerja, perusahaan biasanya memberikan penghargaan atau award
pada periode tertentu. Salah satu bentuk penghargaan tersebut

" Dohma Pungu and Nathanael Simanungkalit, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Melalui Transaksi Fiktif Dana Operasional
Perusahaan ( Studi Kasus Putusan Nomor 21/ Pid . B/2025 /Pn Ptk )” 03, no. 03 (2025):
32-38.
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pemberian bonus Sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pihak
manajemen atau pengambil keputusan.'?

5. Purchasing

Purchasing bertanggung jawab dalam perencanaan dan
mengoordinasikan tahap Purchase Order (PO) dan Purchase Request
(PR) guna memenuhi keperluan dari seluruh departemen yang terletak di
perusahaan, khususnya pada sektor perhotelan. Melalui pengelolaan PO
dan PR Dengan pelaksanaan yang baik, kegiatan operasional dapat
berlangsung lebih efektif dan terorganisir. Secara prinsip, Fungsi
Purchasing adalah memastikan ketersediaan barang dan jasa yang
dibutuhkan perusahaan dengan standar waktu, harga, dan kualitas yang
tepat telah ditetapkan.

Purchasing juga berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi berkala
terhadap kinerja pemasok guna menerapkan konsistensi kualitas dan
ketepatan waktu pengiriman. berfungsi dalam pengelolaan pengelolah
stok biaya, serta peningkatan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Dengan demikian, departemen ini dikenal sebagai pusat belanja internal
perusahaan'

F.Review Studi Terdahulu Yang Relevan
1. Kasus pertama terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 1124/Pid.B/2023/PN Plg, sedangkan kasus kedua dianalisis

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

12 Radita Fadillah, Sajaratud Dur, Hendra Cipta, “Penerapan Metode Analytical
Hierarchy Process Dalam Menentukan Gaji Bonus Karyawan Pada PTPN III Sei Putih"
Jurnal Sains Matematika Dan Statistika. Vol. 7, No. 2 (2021), hlm 75.

13 Pingit Kusuma Ningsih and Dyah Ratnawati, “Analisis Prosedur Purchasing Di
SBY Residence"Journal of Visions and Ideas. Vol. 4, No. 3, (2024), him. 2433-2424.
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164/Pid.B/2018/PN Mks. Kedua perkara tersebut sama-sama
merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang berawal dari
adanya hubungan kerja serta kepercayaan yang diberikan oleh
perusahaan kepada pelaku. Dalam kedua kasus, pelaku merupakan
karyawan swasta yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan atau
penguasaan dana perusahaan. Kepercayaan tersebut disalahgunakan
secara sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan pribadi,
sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Unsur kesengajaan,
penyalahgunaan jabatan, serta kerugian pihak lain terbukti secara sah
dalam kedua putusan.

Perbedaan : terletak pada skala perbuatan dan besarnya kerugian.
Dalam Putusan Nomor 1124/Pid.B/2023/PN Plg, penggelapan
dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan nilai kerugian
sangat besar hingga mencapai miliaran rupiah serta melibatkan lebih
dari satu perusahaan. Oleh karena itu, jaksa menggunakan dakwaan
alternatif dan hakim menjatuhkan pidana yang relatif lebih berat.
Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Mks,
penggelapan dilakukan dengan modus yang lebih sederhana, nilai
kerugian relatif lebih kecil, dan hanya melibatkan satu perusahaan,
sehingga dakwaan bersifat tunggal dan pidana yang dijatuhkan lebih
ringan.

. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr dan Putusan Nomor
1124/Pid.B/2023/PN Plg, memiliki persamaan dalam hal penerapan

Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan sebagai dasar
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penjatuhan pidana. Dalam kedua perkara tersebut, terdakwa terbukti
menyalahgunakan jabatan atau pekerjaan yang dimilikinya untuk
menguasai uang secara melawan hukum demi kepentingan pribadi.
Selain itu, kedua perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur
kesengajaan serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik koperasi
maupun perusahaan, sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana
penggelapan dalam jabatan.

Perbedaannya : Pada Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr, terdakwa
merupakan petugas lapangan koperasi yang melakukan penggelapan
dengan cara menyalahgunakan dana pinjaman nasabah dan
memanipulasi pencairan kredit. Sementara itu, dalam Putusan Nomor
1124/Pid.B/2023/PN Plg, terdakwa menjabat sebagai Kepala Purchasing
yang melakukan penggelapan melalui pembuatan transaksi dan dokumen
fiktif untuk mencairkan dana perusahaan. Selain itu, perbedaan juga
terlihat dari besarnya kerugian, di mana pada putusan Banjarnegara
kerugian relatif lebih kecil, sedangkan pada putusan Palembang kerugian
mencapai jumlah yang jauh lebih besar. Perbedaan lainnya terletak pada
tingkat kompleksitas perbuatan, di mana kasus pada Putusan Nomor
1124/Pid.B/2023/PN Plg dilakukan secara lebih sistematis dan
terstruktur dibandingkan dengan Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bnr
yang relatif lebih sederhana.

. Putusan PN Surabaya No. 2206/Pid.B/2023/PN Sby dan Putusan PN

Palembang No. 1124/Pid.B/2023/PN Plg, berdasarkan substansi
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perkara dan karakter umum putusan penggelapan dalam jabatan.
Persamaan: Kedua kasus tersebut sama-sama berkaitan dengan tindak
pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374
KUHP, di mana terdakwa merupakan pihak yang memiliki hubungan
kerja dan kepercayaan dari perusahaan, lalu secara sengaja dan
melawan hukum menguasai atau menggunakan harta milik perusahaan
untuk kepentingan pribadi. Dalam kedua putusan, majelis hakim
menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, pembuktian
didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta dokumen
perusahaan, dan pemidanaan dijatuhkan dengan mempertimbangkan
faktor yuridis dan non-yuridis, termasuk kerugian perusahaan serta
sikap terdakwa selama persidangan.

Perbedaan: Perbedaan utama antara kedua kasus terletak pada konteks
perbuatan, besaran dan pola kerugian, serta penekanan pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana. Pada putusan PN Surabaya, fokus
pertimbangan hakim lebih menonjol pada penyalahgunaan
kewenangan secara berulang (perbuatan berlanjut) dan dampak
kerugian yang signifikan terhadap perusahaan, sehingga pidana penjara
dijatuhkan dengan penilaian proporsional namun masih menyisakan
catatan terkait tidak optimalnya pertimbangan pemulihan kerugian
korban. Sementara itu, dalam putusan PN Palembang, pertimbangan
hakim lebih menekankan pada pembuktian peran terdakwa dalam
struktur kerja serta tanggung jawab jabatan yang melekat, dengan

pendekatan yang relatif lebih formal terhadap pemenuhan unsur delik
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dan tujuan pemidanaan sebagai efek jera, tanpa elaborasi mendalam

mengenai aspek restoratif.

G. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tergolong penelitian hukum
normatif, di mana fokus kajiannya diarahkan pada analisis terhadap
peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, serta keputusan
pengadilan yang berkaitan dengan isu yang penelitian hukum normatif
dilakukan melalui telaah bahan hukum yang terdiri dari peraturan
perundang-undangan, doktrin, dan putusan hakim untuk menemukan
aturan hukum, prinsip, serta konsep pertanggungjawaban pidana yang
berlaku dalam kasus penipuan oleh karyawan. Dengan demikian,
penelitian ini  bersifat deskriptif analitis, karena bertujuan
menggambarkan dan menganalisis secara sistematis bentuk
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dalam
jabatan sesuai Pasal 374 KUHP dan implementasinya dalam Putusan

Nomor 1124/Pid.B/2023/PN.Plg.

2. Jenis Pendekatan

Melalui kajian ini, peneliti mengharapkan beberapa jenis pendekatan
meliputi:

a. Pendekatan undang — undang (statue approach) Metode ini
dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-
undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang
sedang diteliti. Pendekatan ini memiliki peran penting dalam
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penelitian hukum, karena melalui cara tersebut, penelitian yang
dilakukan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif..'*

b. Pendekatan kasus (case approach) merupakan metode yang
digunakan untuk memahami Penelaahan mendalam terhadap
institusi tertentu dalam konteks sosial, termasuk latar belakang,
kondisi, faktor-faktor yang memengaruhi, dan interaksi sosial yang
terjadiPenelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus hukum
yang bersifat judicial, muncul akibat konflik, dan melibatkan
putusan pengadilan sebagai penyelesaian (yurisprudensi).'

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data disesuaikan dengan jenis
penelitian. Penelitian ini termasuk yuridis normatif, sehingga data
diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan bahan
hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan Sumber data
dalam penelitian hukum ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang
diterapkan, yaitu penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini
diperoleh melalui berbagai sumber bahan hukum yang dapat
diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier, yang masing-masing memberikan kontribusi

terhadap analisis normatif dan yuridis dalam penelitian ini.
a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang
berkaitan secara langsung dengan isu hukum yang diteliti dan berfungsi

sebagai landasan utama dalam melakukan analisis terhadap

14 Effendy Irgi Fahrezy, Ubaidillah Lutfian, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Jember Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahu Jalan Sebagai Lahan Parkir”,
Indonesian Journal of Law and Justice. Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 3.

15 Fresiella Arsy Mahdavika Putri, Hapsari Iffahdah Pratama, Wardana Dodi Jaya ,
“Tindak Pidana Pencurian Ringan Dan Upaya Hukumnya Dalam Proses Tuntutan
Pemidanaan”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 1299.
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permasalahan yang diangkat.

b. Bahan hukum sekunder, mencakup bahan-bahan yang berfungsi
menjelaskan, menafsirkan, dan memperkuat pemahaman terhadap
bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku hukum, jurnal
ilmiah, karya tulis akademik, hasil penelitian, serta literatur lain yang
relevan dengan topik kajian

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang membantu peneliti
dalam memahami konsep, istilah, maupun data statistik yang
diperlukan, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta
sumber referensi tambahan lainnya.

4. Pengumpulan Data
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian baik yang berasal dari literatur di perpustakaan maupun
dari basis data daring (online database). Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengumpulkan, menelaah, serta menganalisis data yang
telah tersedia dalam bentuk tulisan, sehingga dapat memberikan
pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik atau permasalahan
hukum yang dikaji.'¢

5. Analisis Data

Proses penelitian mencakup tahap analisis data yang memiliki

peranan penting karena pada tahap inilah pertanyaan-pertanyaan

penelitian akan dijawab. Irawan menyatakan bahwa analisis data

merupakan proses pengolahan data menjadi informasi yang bermakna.

16 Gaffar Azis, Darliana, and Sapriadi, “Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan
Di Indonesia, Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam” , Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana
Islam. Vol. 5, No. 1, (2023), him. 3.
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Melalui proses ini, data yang telah dikumpulkan direduksi dan disusun
ke dalam bentuk yang mudah dimengerti serta dipahami dengan sudut
pandang tertentu, sehingga hubungan antara variabel atau permasalahan
penelitian dapat ditelaah dan diuji.

Fokus utama analisis data digunakan untuk menjawab rumusan
masalah penelitian dan menguji asumsi dasar yang menjadi hipotesis.
Di samping itu, analisis data juga berperan untuk menyusun,
menafsirkan, dan menyajikan data secara sistematis agar hasil
penelitian mudah dipahami. Dengan demikian, analisis data
membantu Menjelaskan hubungan antara konsep teori dan bukti
lapangan, serta memperkokoh argumentasi ilmiah dari hasil penelitian
penelitian yang diperoleh.!”

17 Nur Solikin, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”, (Jawa Timur: Tim Qiara
Media 2021), him. 129.
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